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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Fungsi utama bank dalam perekonomian adalah untuk memobilisasi dana 

masyarakat, menyalurkan dana tersebut secara tepat dan cepat pada pengguna 

atau investasi yang efektif dan efisien. Fungsi ini bagi perkembangan 

perekonomian dapat dikatakan sebagai “aliran darah” dalam peningkatan standar 

taraf hidup.
1
 Fungsi lainnya sebagai lembaga penyedia instrumen pembayaran 

barang dan jasa. Fungsi ini akan berjalan apabila penjual dan pembeli barang dan 

jasa meyakini bahwa instrumen pembayaran barang dan jasa tersebut akan 

diterima dan dibayar oleh semua pihak dalam suatu transaksi dan transaksi 

ikutannya. Tanpa adanya suatu kepercayaan, maka fungsi dimaksud tidak akan 

berjalan.
2
 Apabila sistem keuangannya tidak bekerja dengan baik, maka 

perekonomian menjadi tidak efisien dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan 

tidak akan tercapai. 

Seiring dengan pesatnya pembangunan  seperti pembangunan di bidang 

ekonomi, maka usaha di bidang perbankan mempunyai peranan penting untuk 

membangun perekonomian suatu negara. Karena bank itu merupakan lembaga 

keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Bank merupakan 

                                                           
1
 Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Jakarta: 

Salemba Empat, 2000. hlm.16. 
2
 Ruddy Trisantoso, Kredit Usaha Perbankan, Yogyakarta: Andi Offset, 1996. hlm.25. 



2 
 

lembaga keuangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan 

kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberi jasa bank lainnya.
3
 Untuk itu 

agar mampu menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang bergerak 

cepat, kompetitif, dan integrasi  serta system keuangan yang semakin maju maka 

diperlukan peraturan perundang-udangan di bidang perbankan yang memadai. 

Maka dikeluarkanlah Undang-Undang yang baru mengantikan peraturan yang 

lama karena sudah tidak memadai lagi, yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan serta, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. 

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut bank, mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan 

kegiatan usahanya.
4
 Mengenai asas perbankan dapat diketahui dari ketentuan 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa “ 

perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi 

dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.  

Berasaskan demokrasi ekonomi adalah berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945.
5
 Mengenai prinsip kehati-hatian ini sebagaimana 

dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perbankan di atas bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di 

                                                           
3
 Kasmir, Manajemen Perbankan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000. hlm.11. 

4
 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Kedua, Jakarta: kencana, 2014. 

hlm.18. 
5
 Ibid.18. 
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dalamnya, dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya 

wajib menjalankan tugas dan wewenangnya secara cermat, teliti, dan profesional 

untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Maka dari itu, dalam membuat 

kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya harus mematuhi peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan didasari dengan itikad baik. Berkembang 

atau tidaknya bank tergantung kepercayaan dari masyarakat oleh karena itu, bank 

harus mendapatkan kepercayaan masyarakat agar mampu menjalankan kegiatan 

usahanya.
6
 Dengan adanya kepercayaan inilah apabila ternyata dikemudian hari 

nanti terjadi cidera janji dari terjamin, maka penerima jaminan percaya bank 

akan menggantikan kedudukan terjamin untuk memenuhi kewajiban dalam 

memberikan prestasi, sebagaimana yang telah diperjanjiakan sebelumnya. 

Sedangkan pengertian bank pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1998 tentang Perbankan mendifinisikan bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
7
 Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, bank adalah suatu usaha di bidang keuangan yang menarik dan 

mengeluarkan uang dari masyarakat, dalam bentuk kredit dan jasa di lalu lintas 

pembayaran dan peredaran uang.
8
 Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

bank mempunyai peran penting dalam menjalankan dana yang berasal dari 

                                                           
6
 Ibid. hlm.19. 

7
 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,  Jakarta: Rajawali Pers, 2011.hlm.25. 

8
 Kasmir, Op.Cit. hlm.7. 
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masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang 

membutuhkannya dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa perbankan 

lainnya.
9
 Berdasarkan definisi bank dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tersebut, fungsi bank itu sendiri 

dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu: 

1. Bank sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat atau penerima 

kredit, maksudnya bank menerima dana-dana yang berupa simpanan 

dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, dan rekening giro. Dapat 

dikatakan bank menghimpun dana dari pihak ketiga dengan 

melaksanakan operasi perkreditan secara pasif. 

2. Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana dari masyarakat dalam 

bentuk kredit atau lembaga pemberi kredit. Bahwa bank melaksanakan 

operasi kredit secara aktif. 

3. Bank sebagai lembaga yang berfugsi untuk melancarkan transaksi 

perdagangan dan pembayaran utang.
10

 

Salah satu jenis jasa perbankan yang banyak ditawarkan oleh bank yaitu 

bank garansi. Bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank, dan pihak 

bank melakukan suatu pengakuan secara tertulis yang isinya bank menyetujui 

mengikatkan diri kepada penerima jaminan dalam jangka waktu tertentu dan 

dengan syarat tertentu apabila di kemudian hari ternyata si terjamin tidak 

                                                           
9
 Kasmir, Op.Cit. hlm.8. 

10
 Johannes, Ibrahim,  Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak 

dalam Perjanjian Kredit Bank, Bandung: Utomo, 2003. hlm. 42. 
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memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan.
11

 Berdasarkan pengertian di 

atas, bahwa pihak bank menjamin nasabah untuk memenuhi kewajibannya 

apabila dikemudian hari nasabah tidak melakukan kewajibannya sebagaimana 

mestinya kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati 

bersama. Bank garansi yang diberikan oleh bank bertujuan untuk membantu 

nasabah yang akan melakukan suatu transaksi yang tidak membutuhkan kredit 

dari bank.
12

 Maka fasilitas seperti bank garansi ini yang banyak diminati di 

kalangan pebisnis. Sehingga bagi pihak yang memegang bank garansi akan 

mendapatkan keyakinan jika kemungkinan terjadinya suatu tindakan dari pihak 

lain yang dianggap merugikan. 

Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR 

tentang Pemberian Garansi Bank tanggal 18 Maret 1991, bank garansi berbentuk:  

1. Bank Garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang 

mengakibatkan kewajiban membayar terhadap menerima jaminan bila 

pihak yang dijamin wanprestasi; 

2. Bank garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya 

atas surat-surat berharga seperti aval dan endosemen dengan hak 

regres yang menimbulkan kewajiban membayar bagi bank bila yang 

dijamin wanprestasi; 

                                                           
11

 Chatamarrasjid, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Kencana, 2013. hlm.87. 
12

 Ibid. hlm.87. 
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3. Bank Garansi yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga 

menimbulkan kewajiban finansial bagi bank.
13

 

Di dalam pemberian bank garansi ada tiga pihak yang terlibat, yaitu: 

1. Pihak Penjamin, yaitu bank sebagai pihak yang memberikan jaminan; 

2. Pihak Terjamin, yaitu pihak yang diberikan jaminan oleh bank; 

3. Pihak Penerima Jaminan, yaitu pihak yang menerima jaminan dari bank.
14

 

Dalam hal ini yang akan dibahas bentuk bank garansi yang terjadi karena 

perjanjian bersyarat sehingga menimbulkan kewajiban finansial bagi bank yang 

dihubungan dengan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2014/PN Plg dimana terjamin 

dalam hal ini adalah Pemerintah Republik Indonesia dirugikan akibat wanprestasi 

yang dilakukan oleh pihak penjamin (Bank Negara Indonesia) dan pihak 

penerima jaminan (PT Karya Sarjana Sejahtera Abadi). 

Menurut Drs. Thomas Suyatno, M.M., tujuan pemberian bank garansi 

adalah:
15

 

1. Untuk melaksanakan pembangunan proyek dan diadakan suatu perjanjian 

antara pemborong dengan pemberi pekerjaan pembangunan proyek. 

Pihak pemberi pekerjaan menginginkan adanya bank garansi. Hal ini 

dilakukan agar mencegah kemungkinan timbulnya risiko yang terjadi 

                                                           
13

 H.R. Daeng, Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005. 

hlm.162. 
14

 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Kedua, Jakarta: Kencana 

Prenada  Media Grup, 2014. hlm.87. 
15

 Chatamarrasjid , Op.Cit. hlm.89. 
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akibat pemborong wanprestasi sebelum pembangunan protek 

diselesaikan. 

2. Untuk pembelian barang. 

3. Mendapatkan keterangan pemasukan pabean (KPP) atas barang-barang 

yang L/C-nya belum dibayar penuh oleh importir. 

Sebelum menerbitkan bank garansi oleh bank, perjanjian terlebih dahulu 

ditandatangani antara bank dengan nasabah yang meminta garansi bank. Maka 

berdasarkan perjanjian ini bank mengeluarkan bank garansi kepada nasabah. 

Perjanjian bank garansi dengan bank garansi itu sendiri terpisah satu dengan 

yang lain. Adapun isi perjanjian bank garansi merupakan syarat-syarat dan 

ketentuan-ketentuan yang menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak 

secara keseluruhan. Sedangkan dalam bank garansi, hanya berisi beberapa hal 

pokok saja. Kesediaan bank mengambil alih kewajiban tersebut, tentu tidak 

dengan cuma-cuma, akan tetapi juga memakai jaminan lawan atau kontra 

garansi. Jaminan lawan atau kontra garansi ini bisa berupa uang tunai maupun 

surat-surat berharga dari nasabah yang dijamin besarnya minimal sama dengan 

jumlah jaminan yang diberikan bank dengan pihak ketiga. 

Bank garansi ini merupakan bentuk jaminan perorangan atau 

penanggungan hutang diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata. Dan Pasal 1820 KUHPerdata menyatakan 

bahwa, Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak 
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ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi 

perikatannya si berutang, manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya.
16

 

Jadi didalam bank garansi yang bertindak sebagai penanggung adalah 

bank. Perjanjian penanggungan yang dilakukan oleh bank dengan terjamin 

dikenal dengan perjanjian bank garansi yang besifat accessoir. Sesuai dengan 

Pasal 1821 “Perjanjian accessoir yaitu adanya suatu penanggungan itu tergantung 

dari adanya suatu perjanjian pokok, perjanjian yang pemenuhannya ditanggung 

atau dijamin dengan penanggungan itu sendiri.” 

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata bahwa: “Semua perjanjian yang 

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya.” Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk 

membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan 

siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta 

menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan. Dengan demikian 

asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting di 

dalam hukum perjanjian. Karena kebebasan berkontrak ini adalah perwujudan 

kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.
17

 

Perjanjian dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata bahwa: 

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang atau lebih lainnya.” Dalam perjanjian terdapat obyek 

                                                           
16

 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya 

Paramita, 1995. hlm.164. 
17

 Mariam Darus Badrulzaman dkk, Perjanjian Kredit Bank, Bandung: Alumni, 1993. hlm.84. 
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perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Obyek tersebut 

berupa prestasi yaitu barang atau sesuatu yang harus dituntut. Prestasi dari 

debitur diharapkan akan terpenuhi tetapi adakalanya prestasi itu tidak dapat 

terpenuhi, maka debitur telah lalai atau melakukan wanprestasi yaitu suatu 

keadaan yang dikarenakan lalai atau kesalahannya, para pihak tidak dapat 

memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.
18

 Ada dua 

kemungkinan alasan tidak terpenuhinya kewajiban, yaitu:
19

 

1) Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena 

kelalaian. 

2) Karena keadaan memaksa (Overmacht), force majeure, diluar 

kemampuan debitur.  

Ada tiga keadaan debitur dapat dikatakan lalai atau sengaja tidak 

memenuhi prestasi yaitu:
20

 

1) Dibetur tidak memenuhi prestasi sama sekali; 

2) Debitur memenuhi prestasi, tetapi keliru; 

3) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktu. 

Berkaitan dengan Bank Garansi hal ini termuat dalam putusan Nomor 

71/Pdt.G/2014/PN Plg, yaitu: 

1. Penggugat : H.Chairul huda, S.T. 

                                                           
18

 Nindyo Pramono, hukum Komersil, Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003. hlm.21.  
19

 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 

2000. hlm. 203. 
20

 Ibid. hlm.203-204. 
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2. Tergugat I : PT. Bank Negara Indonesia (Persero) 

3. Tergugat II : PT. Karya Sarjana Sejahtera Abadi 

Penggugat dan Tergugat II telah menanda tangani kontrak kerja yang 

dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja yaitu Pembangunan Primer (BL.24-

BL.27) dan saluran sekunder (Sekunder Air dan Senaro) di Air Lakitan seluas 

1.342 Ha dengan Nomor perjanjian: 04/SP-Ah/IR-II/2013 tanggal 22 Mei 

2013 terdiri dari volume I, II, III. Dalam hal ini Penggugat sebagai Pejabat 

Pembuat Komitmen (PPK) dan Tergugat II sebagai Penyedia. Adapun dalam 

surat perjanjian tersebut nilai kontrak seluruhnya sebesar Rp. 

12.681.772.000,- (dua belas milyar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh 

ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 

180 hari kalender yaitu dari tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan 17 

November 2013. Perjanjian tersebut telah sesuai menurut hukum dan 

mengikat bagi kedua belah pihak serta sebagai Undang-undang bagi kedua 

belah pihak sebagaimana dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata. 

Berdasarkan PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 67 ayat (2) huruf C dan pasal 69 ayat (2). 

PERPRES Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
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pada Pasal 70 ayat (1) dan (2) yang mengatur harus ada Jaminan Pelaksanaan 

atas pekerjaan yaitu berbunyi:
21

 

 (1) “Jaminan Pelaksanaan diberikan oleh Penyedia Barang/Pekerjaan 

Konstruksi untuk Kontrak bernilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta 

rupiah)”. 

 (2) “Jaminan Pelaksanaan dapat diberikan oleh Penyedia Jasa Lainnya 

untuk Kontrak bernilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. 

Atas dasar tersebut, Penggugat dengan Tergugat II telah 

menunjuk/memilih Tergugat I sebagai Bank Penjamin, dan oleh Tergugat I telah 

menerbitkan 2 (dua) Garansi Bank sebagai berikut: 

1) Untuk Jaminan Uang Muka dibuat Garansi Bank 

No.13/OJR/076/9210/Kamis tanggal 23 Mei 2013 senilai Rp. 

2.536.354.400,- (dua miliar lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima 

puluh empat ribu empat ratus rupiah). 

2) Untuk Jaminan Pelaksanaan dibuat Garansi Bank 

No.13/OJR/089/4777/Senin tanggal 13 Mei 2013 senilai Rp. 

850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan sebagai 

Pemegang Jaminan Penggugat sendiri (H. Chairul Huda, ST). 

Untuk masa berlakunya kedua garansi bank tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a. Masa berlakunya garansi Bank No.13/OJR/076/9210/Kamis atas 

Jaminan Uang Muka selama 178 (seratus tujuh puluh delapan) hari 

                                                           
21

 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah 
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kalender terhitung sejak 24 Mei 2013 sampai dengan 17 November 

2013 dan tuntutan/klaim dapat diajukan paling lambat 30 hari kalender 

setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank. 

b. Masa berlakunya Garansi Bank Pelaksanaan 

No.13/OJR/089/4777/Senin atas Jaminan Pelaksanaan selam 180 

(seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 17 Mei 

2013 samapi dengan 12 November 2013 dan tuntutan/klaim dapat 

diajukan oleh Penggugat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari 

setelah berakhirnya Garansi Bank atau paling lambat pada tanggal 26 

November 2013. 

Setelah 6 (enam) bulan berjalannya proses pekerjaan sejak ditanda 

tangani perjanjian kerja pada bulan Mei 2013, tepatnya pada bulan Oktober 2013, 

diadakan penilaian secara berkala oleh Penggugat atas hasil pekerjaan Tergugat 

II, ternyata hasil proses pekerjaan Tergugat II hanya mencapai 15,91% yang 

seharusnya berdasarkan rencana kontrak kerja sudah mencapai 99,84%. Akibat 

dari tidak tercapainya target volume pekerjaan tersebut, Penggugat telah 

memberikan teguran lisan dan surat Peringatan secara tertulis yaitu : pertama 

pada Bulan Agustus 2013, kemudian karena tidak ada kemajuan dari volume 

pekerjaan yang dikerjakan oleh Tergugat II, pada bulan September 2013 

Penggugat berkirim Surat Peringatan ke 2 (dua) dan pada bulan Oktober 2013 

Surat Peringatan ke 3 (tiga), namun sampai bulan November 2013, mendekati 

masa berakhirnya kontrak Penggugat tidak yakin hasil pekerjaan mencapai 
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100%, oleh karenanya melihat fakta tersebut diatas akhirnya penggugat 

sebagaimana yang diberikan kewenangan didalam Surat Perjanjian Kerja 

No.04/SP-Ah/IR-II/2013 dan berdasarkan PERPRES Nomor 70 Tahun 2012 

pada Pasal 93 ayat (1) huruf (a), (a.1), (a.2) dan (b). Penggugat telah 

mengirimkan Surat dengan No. UM.02.01-Ah/IR-2/87 tanggal 14 November 

2013 kepada Tergugat II yang isinya menyatakan pemutusan kontrak kerja 

terhadap Tergugat II. Tindakan Penggugat memutuskan kontrak sepihak, 

berdasarkan kewenangan Penggugat yang diatur didalam Kontrak Volume III 

BAB X tentang Syarat-syarat Umum Kontrak pada angka 40 s/d 42. Bahwa oleh 

karenanya Tergugat II telah diputus kontrak kerjanya, berdasarkan PERPRES 

Nomor 70 Tahun 2012 Pada Pasal 93 ayat (2) huruf (a) dan (b) dan PERPRES 

Nomor 54 Tahun 2010 pada Pasal 67 ayat (3). Penggugat telah memberitahukan 

hal tersebut kepada Tergugat I (Bank BNI Cabang Musi Palembang) melalui 

Surat dari Penggugat dengan No. PW.02.01.Ah/IR-II/88.1 tanggal 15 November 

2013 bahwa Surat tersebut diatas Penggugat kirimkan kepada Tergugat I masih 

kurun waktu masa jaminan berlaku kemudian karena tidak ada tanggapan atas 

Surat Penggugat yang dikirim tersebut, maka Penggugat kirim Surat kedua 

Nomor PW.09.01-Ah/PJPA.S VIII/237 tanggal 4 Desember 2013 untuk segera 

mencairkan dana Jaminan Pelaksanaan & Uang Muka yang dikeluarkan oleh 

Tergugat I atas nama Penggugat sebagai pemegang jaminan. Namun sampai 

gugatan ini Penggugat layangkan ke Pengadilan Negeri Palembang ternyata 

hanya Bank Garansi Uang Muka sebesar Rp. 2.536.354.400,- (dua miliar lima 
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ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) 

yang dapat dicairkan oleh Tergugat I, hal ini Penggugat langsung potong melalui 

pembayaran yang diterima oleh Tergugat II sedangkan untuk Garansi Bank 

Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta 

rupiah), belum dicairkan oleh Tergugat I tanpa alasan yang jelas. Bahwa dengan 

tidak dicairkannya Jaminan Uang Pelaksanaan senilai Rp. 850.000.000,- (delapan 

ratus lima puluh juta rupiah) oleh Tergugat I, jelas perbuatan Tergugat I adalah 

perbuatan WANPRESTASI / Ingkar Janji; dampak dari tidak dicairkannya 

Jaminan Pelaksanaan yaitu Bank Garansi No.13/OJR/089/4777/Senin 

mengakibatkan kerugian yang di alami Penggugat sebesar Rp. 850.000.000,- 

(delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang seharusnya sudah dapat di setor ke 

Kantor Kas Negara; atas tindakan wanprestasi yang dilakukan Tergugat I, 

Penggugat telah menderita kerugian materil sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan 

ratus lima puluh juta rupiah) dan Tergugat I wajib untuk mengganti kerugian 

materil yang dialami Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang 

membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena 

menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk 

mengangkat masalah bank garansi ini dengan judul “PERLINDUNGAN 

HUKUM TERHADAP PT KARYA SARJANA SEJAHTERA ABADI DALAM 
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PERJANJIAN BANK GARANSI  (Studi Putusan Nomor 71/Pdt.G/2014/PN 

Plg)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka diambil suatu 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apa pertimbangan hakim terhadap perjanjian bank garansi sebagaimana 

dalam Putusan Nomor 71/Pdt.G/2014/PN Plg? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap PT Karya Sarjana Sejahtera Abadi 

dalam perjanjian bank garansi sebagaimana dalam Putusan Nomor 

71/Pdt.G/2014/PN Plg? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah memberi jawaban atas permasalahan tersebut. 

1. Menganalisis pertimbangan hakim terhadap perjanjian bank garansi 

sebagaimana dalam Putusan Nomor 71/Pdt.G/2014/PN Plg. 

2. Menganalisis perlindungan hukum terhadap PT Karya Sarjana Sejahtera 

Abadi dalam perjanjian bank garansi dalam Putusan Nomor 

71/Pdt.G/2014/PN Plg. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah di sampaikan di atas, maka hasil 

penelitian ini diharapakan mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

akademisi maupun mahasiswa sebagai ilmu pengetahuan hukum secara luas, 

khususnya mengenai antara lain: 

a. Sebagai referensi yang dapat mengembangkan ilmu penegtahuan 

terutama dibidang hukum pada umumnya dan bidang hukum perdata pada 

khususnya. 

b. Menambah literatur yang digunakan untuk melakukan kajian dan 

penulisan hukum selanjutnya. 

2.  Manfaat Praktis 

Dari segi praktis penulisan ini diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan dan memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada 

para pihak dalam melaksanakan perjanjian dalam bank garansi. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Supaya pembahasan pada skripsi ini mendapatkan gambaran yang lebih 

jelas dan menyeluruh, serta menghindari agar pembahasan skripsi ini tidak 

menyimpang dari permasalahan yang diangkat, untuk itu penulis membatasi 

ruang lingkup pembahasan skripsi ini yaitu mengenai bagaimana syarat dan 
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prosedur dari perjanjian bank garansi, dan berfokus pada bentuk penyelesaian 

perjanjian dalam bank garansi apabila debitur melakukan wanprestasi sesuai 

dengan hukum perbankan. 

F. Kerangka Teori 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep abstraksi dan hasil pemikiran 

atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan 

indentifikasi terhadap deminsi-deminsi sosial yang dianggap oleh peneliti.
22

 

Adapun teori yang digunakan di dalam penulisan skipsi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Teori Pertimbangan Hakim 

    Pertimbangan hakim adalah aspek yang terpenting dalam 

menntukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang 

mengandung keadilan dan kepastian hukum, serta manfaat bagi para 

piak yang bersangkutan maka, pertimbangan hakim harus disikapi 

dengan teliti, baik, dan cermat. Pertimbangan hakim akan dibatalkan 

oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung apabila pertimbangan 

hakim tidak teliti, tidak baik, dan tidak cermat.
23

 

    Dalam pemeriksaan suatu perkara juga membutuhkan adanya 

pembuktian, hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan 

                                                           
22

 Bambang, Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011. 

hlm.111. 
23

 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2004. hlm.140. 
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pertimbangan dalam memutuskan perkara. Pembuktian ini tahap yang 

paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Karena pembuktian 

bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/ fakta 

yang diajukan benar-benar terjadi,  sehingga mendapatkan putusan 

hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu 

putusan sebelum peristiwa/ fakta tersebut benar-benar terjadi dengan 

itu dibuktikan kebenarannya, sehingga adanya hubungan hukum antara 

para pihak.
24

 

    Pada hakikatnya pertimbangan hakim memuat tentang hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak 

disangkal. 

b. Analisis secara yuridis terhadap putusan yang menyangkut semua 

fakta yang terbukti dalam persidangan. 

c. Semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/ diadili 

secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan 

tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan 

tersebut dalam amar putusan.
25

 

2. Teori Perlindungan Hukum 

                                                           
24

 Ibid, hlm.141. 
25

 Ibid, hlm.142. 



19 
 

 Beberapa ahli menjelasakan tentang perlindungan hukum, 

yaitu antara lain: 

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh 

orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat sehingga 

dapat menikmat semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
26

 

Menurut Phillipus M. Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat sebagai 

tindakan pemerintah yang bersifat preventif yaitu bertujuan untuk 

mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan 

pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan 

berdasarkan diskresi dan perlindungan yang bersifat respentif yaitu 

bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk dalam 

penangannya di lembaga pengadilan.
27

 

 Maka, dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi 

hukum adalah untuk melinungai rakyat dari tindakan yang dapat 

merugikan dan menderitakan hidup orang lain, masyarakat maupun 

penguasa. Selain itu perlindungan hukum juga berfungsi untuk 

memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudakan 

kesejateraan bagi seluruh rakyat. 

3. Teori Perjanjian 

                                                           
26

 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.53. 
27

 Ibid, hlm. 54.  
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Menurut doktrin teori lama yang disebut perjanjian adalah:
28

 

“Perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan 

akibat hukum”. Dari definisi tersebut adanya asas konsensualisme dan 

timbulnya akibat hukum. Sedangkan menurut teori baru yang 

dikemukan oleh Van Dumne, perjanjian adalah:
29

 “Suatu hubungan 

hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk 

menimbulkan akibat hukum.”  

Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian menurut teori baru 

yaitu: 

a) Tahap Pracontractual, yaitu adanya penawaran dan 

penerimaan; 

b) Tahap Contractual, yaitu adanya kesesuaian pernyataan 

kehendak antara para pihak; 

c) Tahap Post Contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian. 

Dalam membuat suatu perjanjian harus memperhatikan syarat-

syarat sahnya perjanjian, adapun syarat-syarat sahnya perjanjian dalam 

ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:
30

 

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

                                                           
28

 Salim HS, Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 

2009. hlm.25. 
29

 Ibid.hlm.26. 
30

 Muljadi Kartini dan Widjaja Gunawan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2004. hlm.93. 
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3. Suatu pokok persoalan tertentu; 

4. Suatu sebab yang terlarang. 

Selain itu dalam perjanjian juga mengenal beberapa asas penting 

yang merupakan kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuannya. 

Asas-asas yang dimaksud antara lain:
31

 

a. Asas Kebebasan Berkontrak; 

b. Asas Konsensualisme; 

c. Asas Pacta sunt servanda; 

d. Asas Itikad Baik. 

5. Teori Wanprestasi 

Wanprestasi artinya tidak memenuhi suatu kewajiban seperti 

yang telah ditetapkan dalam perikatan. Maksudnya adalah apabila 

seorang debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali atau memenuhi 

prestasi tetapi keliru atau terlambat memenuhi prestasi, maka dalam 

hal-hal inilah yang disebut seorang debitur melakukan wanprestasi.
32

 

Ada dua alasan tidak terpenuhinya kewajiban, yaitu:
33

 

a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena 

kelalaian. Kesengajaan, maksdunya adalah perbuatan itu memang 

diketahui atau dikehendaki oleh debitur, sedangkan kelalaian, 

                                                           
31

 Agus Yuda Hernako, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, 

Jakarta: Kencana, 2010. hlm. 107. 
32

 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit. hlm.203-204. 
33

 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit. hlm.203. 
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maksudnya adalah si debitur tidak mengetahui adanya kemungkinan 

akibat itu akan timbul; 

b. Karena keadaan memaksa (Overmacht), force majeure, diluar 

kemampuan debitur. Keadaan memaksa ini maksudnya  ialah 

keadaan tidak terpenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi 

peristiwa yang tidak diketahui atau tidak terduga ketika membuat 

perikatan.
34

 

G. Metode Penelitian 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 

metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari 

gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.
35

 Kecuali, diadakan 

pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum untuk mengusahakan suatu 

pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang 

bersangkutan.
36

 

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai 

tujuan penelitian itu sendiri. Adapun dalam membahas permasalahan dalam 

penelitian ini maka penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut: 
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1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum 

normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada 

norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan 

putusan-putusan pengadilan serta kaidah atau norma hukum yang ada dalam 

masyarakat.
37

 

2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Perundang-undangan (statute Approach) 

Pendekatan Perundang-undangan yaitu dilakukan dengan menelaah 

undang-undang dengan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang 

sedang dihadapi.
38

 Adapun Pendekatan Perundang-undangan ini dilengkapi 

dengan Undang-Undang Dasar 1945,  Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, PERPRES 

Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Surat 

Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/88/KEP/DIR Tahun 1991 

tentang Pemberian Garansi Oleh Bank. 

b. Pendekatan Kasus 
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Pendekatan kasus ini merupakan penelitian menggunakan metode 

pendekatan kasus yaitu pendekatan kasus dilakukan dengan cara 

melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang 

dihadapi telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

yang tetap. Yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini adalah ratio 

decidendi atau reasoning, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai 

kepada suatu putusan.
39

 

3. Sumber Bahan Hukum 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan 

(Library research). Adapun jenis dan bahan hukum yang digunakan dalam 

penelitian ini dibedakan menjadi: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. 

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi 

ini yaitu Undang-Undang Dasar Republik Negara Indonesia Tahun 1945, 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan, PERPRES Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 

23/88/KEP/DIR Tahun 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank. 
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b. Bahan Hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah penjelasan mengenai bahan hukum 

primer seperti literatur-literatur yang ada relevansinya dengan 

permasalahan yang ada.
40

 Memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil 

karya ilmiah, media cetak, media elektronik dan lain-lain.
41

 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

Contohnya yaitu kamus, ensiklopedia, indeks, kumulatif, dan lain-

lainnya.
42

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah menggunakan teknik studi pustaka. Studi pustaka adalah teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan studi penelaah terhadap buku-buku, 

literatur-literatur, dokumen-dokumen resmiyang berkaitan dengan 

permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder, juga pendapat para 

tokoh atau para ilmuan. Dari data-data tersebut kemudian dianalisis dan 

dirumuskan untuk mencapai suatu kesimpulan yang tepat. 

                                                           
40
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5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum dan Penarikan Kesimpulan 

Teknik analisis yang dilakukan adalah analisis dan kontruksi data 

sekunder secara deskriftif kualitatif, yaitu data yang terkumpul dianalisis 

dengan cara menghubungkan setiap kata secara jelas, efektif, dan sistematis.
43

 

Sedangkan teknik penarikan kesimpulan yang digunakan oleh penulis adalah 

metode deduktif. Metode deduktif ini adalah penarikan kesimpulan diawali 

dengan penjabaran fakta-fakta secara umum yang diperoleh dari studi pustaka 

dan dikahiri dengan data atau fakta-fakta yang penjabarannnya dilakukan 

dengan detail dan faktanya merupakan jawaban dari permasalahan dalam 

skripsi ini.
44
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